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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, organisasi audit pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu : Auditor Eksternal
Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Auditor
Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa pengawasan terhadap
urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga

Pemerintah Non-Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem
pengendalian intern pemerintah menyatakan bahwa APIP melakukan pengawasan intern
pemerintah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
Inspektorat provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada gubernur yang melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah
daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada BPK. Adapun inspektorat

kabupaten/kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan



bertanggungjawab kepada bupati/walikota yang melakukan reviu atas laporan keuangan

pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada BPK.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang pedoman
pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Laporan pemerintah daerah yang direviu meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Reviu atas laporan
keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah dan tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat atau

opini atas laporan keuangan.

Opini BPK atas laporan keuangan daerah yang diperoleh oleh kabupaten/kota dan provinsi di
Lampung pada tahun 2013 sebanyak 5 (33,4%) kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Waykanan,
Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tulangbawang Barat. Kabupaten/kota dan
provinsi yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 13 (60%)
kabupaten/kota dan provinsi yaitu Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan,
Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten
Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Tulangbawang.
Adapun kabupaten/kota yang mendapatkan opini Tidak Wajar (TW) seabanyak 1 (6,6%)

kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Utara (Saputra, 2014).

Dalam menjalankan fungsi pemeriksaan berupa reviu, inspektorat didukung oleh kinerja
auditornya yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemeriksaan internal.

Seorang auditor harus dapat menerapkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalamannya



dalam setiap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan agar dapat menghasilkan hasil
pemeriksaan yang berkualitas. Menurut Subhan (2011) rekomendasi dan laporan hasil kerja
APIP harus berkualitas, untuk mengetahui kualitas hasil kerja tersebut dapat dinilai dari

laporan hasil pemeriksaan.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa auditor disyaratkan memiliki
pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenubhi
kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang ditekuni kliennya (Arens
dkk., 2004). Mabruri dan Winarna (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh
pengalaman kerja terhadap kualitas hasil pemeriksaan dengan hasil bahwa pengalaman
berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Namun hasil penelitian tersebut tidak
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011) dan Ayuningtyas (2012) yang

menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Pusdiklatwas BPKP (2005) menyatakan bahwa independensi pada dasarnya merupakan state
of mind atau sesuatu yang dirasakan oleh masing-masing individu menurut apa yang
diyakininya. Safitri dkk., (2012) dan Nirmala (2013) meneliti tentang pengaruh independensi
terhadap kualitas hasil pemeriksaan, dengan hasil bahwa independensi berpengaruh terhadap
kualitas hasil pemeriksaan. Namun hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian
yang dilakukan oleh Efendy (2010) dan Ayuningtyas (2012) yang menunjukkan bahwa

independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Objektivitas merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi
yang lain. Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak
memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan (Wayan, 2005 dalam

Sari dan Laksito, 2010 ). Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan



transparan, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pemeriksaan.
Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil
pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Penelitian Ayuningtyas (2012) menunjukkan
bahwa objektivitas dan integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Namun
penelitian tersebut tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2011) yang
menunjukkan bahwa objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
Adapun penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2012) menunjukkan bahwa integritas tidak

berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 2009 tentang
pedoman kendali mutu audit APIP menyatakan bahwa penetapan risiko merupakan hal yang
sangat penting untuk dibuat sebelum melakukan audit. Auditi yang mempunyai ukuran risiko
sangat tinggi diperiksa lebih sering dan lebih dalam dibandingkan dengan auditi yang
berisiko lebih rendah. Hal tersebut karena auditi yang memiliki ukuran risiko sangat tinggi

memiliki kemungkinan yang tinggi pula untuk melakukan kecurangan.

Penelitian tentang kualitas hasil pemeriksaan bertujuan agar dapat mengetahui faktor-faktor
yang memengaruhi dan dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan.
Terkait dengan banyak topik dan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa
peneliti sebelumnya, penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Sukriah dkk.,
(2009). Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada
penggunaan variabel yang sama yaitu pengalaman kerja, independensi, objektivitas, dan
integritas yang memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Adapun perbedaan penelitian ini
adalah variabel kompetensi yang diganti dengan variabel risiko kesalahan sebagai variabel

yang memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan serta objek penelitiannya. Penelitian



sebelumnya dilakukan pada auditor di Inspektorat Se-Pulau Lombok, sedangkan pada
penelitian ini dilakukan pada auditor di Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi di
Lampung yang pemerintah daerahnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian

(WDP).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :
“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Pada

Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi Di Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Apakah pegalaman kerja memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan?

2. Apakah independensi memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan?

3. Apakah objektivitas memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan?

4. Apakah integritas memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan?

5. Apakah risiko kesalahan memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan?



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan peneliti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh pegalaman kerja terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

2. Pengaruh independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

3. Pengaruh objektivitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

4. Pengaruh integritas terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

5. Pengaruh risiko kesalahan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti
selanjutnya, serta dapat meningkatkan perkembangan teori-teori yang berhubungan dengan

penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Inspektorat
Kabupaten/Kota dan Provinsi di Lampung dalam meningkatkan kualitas hasil

pemeriksaannya.



